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PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2016/PA.Bm

6 > \.;\/m \4\.,:

’,Z' /0% /)M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai talak antara :

Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan
Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27

September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

1399/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 27 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2009, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 203 / 10/ IX / 2009 tanggal 28 September 2009 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Monggo Kecamatan
Madapangga Kabupaten Bima selama 3 tahun ; . Selama pernikahan
tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Z (P) umur
7 tahun ;

3. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Pemohon pergi ke Kalimantan untuk
mencari nafkah dan setelah 3 bulan Pemohon berada di Kalimantan,
Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sudah
kembali ke rumah orang tuanya. Sekeembalinya Pemohon dari Kalimantan
pada bulan Juni 2016 tidak menemukan Termohon dan sudah tiga kali
Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya namun Termohon
sudah tidak mau kembali lagi kepada Pemohon dan sejak bulan Agustus
2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai
sekarang ;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan
warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terkahir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Bima ;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair
Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya Nomor 1399/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 Oktober 2016 dan 14
Oktober 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan
dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
5206130208871003, yang dilkeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima tanggal 03 Juli 2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua
Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/10/1X/2009, tanggal 28
September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, bukti surat telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 ,Umur 50 tahun,Agama Islam, Pekerjaan lbu rumah tangga,

Tempat Kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Saksi

menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Pemohon dan

Termohon;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
bertetangga ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa vyang saya ketahui, sekitar tahun 2012 yang lalu Pemohon
pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah dan pada bulan Juni 2016
yang lalu, Pemohon sudah kembali dari Kalimanta, namun
sekembalinya Pemohon dari Kalimantan Termohon sudah tidak
tinggal dengan orang tua Pemohon melainkan sudah tinggal dengan
orang tuanya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah didamaikan oleh
keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2 ,Umur 47 tahun,Agama Islam, Pekerjaan. Bertani, Tempat
Kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Saksi
menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan
Termohon;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
bertetangga ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 (.satu) orang anak ;

- Bahwa setahu saya, sekitar 4 tahun yang lalu, Pemohon pergi ke
Kalimanta untuk mencari nafkah dan beberapa bulan yang lalu,
Pemohon kembali dari Kalimantan namun sekembalinya Pemohon
dari Kalimantann, Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah
orang tuanya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah didamaikan oleh

keluarga namun tidak berhasil ;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis
Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon ke Kalimantan selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan
beberapa bulan yang lalu, Pemohon kembali dari Kalimantan namun
Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon, dan sejak itu pula

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
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b Bahwa Penggugat sudah dinasehati/didamaiakan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri
telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak
ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan
tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan
bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa
mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 /
1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 227 berbunyi :
ale e i) S8 (LI ) ga e )9

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti
bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk
melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon

telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan
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permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Bima,;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk
dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.616..000,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad
Isna Wahyudi, S.H.l., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, SH. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Mulyadi, S.Ag
Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.l., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 525.000,-
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4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai - Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 616.000,-
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 14 Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilm. 12 dari 14 Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



